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PEMBERLAKUAN HUKUM PERDATA & DAGANG EROPA 

TERHADAP GOLONGAN BUMIPUTERA

Pada prinsipnya terdapat beberapa cara yang dianut oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memberlakukan Sistem Hukum Eropa bagi golongan Penduduk Bumiputera. Cara-cara tersebut adalah:

1. Melalui cara Pembebanan Hukum (Recht Oppleging)

Adanya Pembebanan Hukum ini mengakibatkan bahwa orang-orang Bumiputera tidak lagi dapat tunduk kehukum adatnya di bidang-bidang hukum yang dijatuhi pembebanan hukum ini. Misalkan: di bidang Hak Cipta, Hak Octrooi, pengangkutan udara, dll.

2. Malalui Pilihan Hukum/ Recht Keuze/ Choice of Law
Pendundukan sukarela ke hukum perdata eropa ini dapat  dilakukan dalam 4 (empat) cara, yaitu:

a. Penundukkan sukarela ke seluruh system hukum 


Dengan cara ini orang bumiputera yang bersangkutan harus melepaskan hukum adatnya untuk kemudian tunduk terhadap seluruh hukum perdata dan dagangeropa yang bersumber pada BW dan WvK. Akibatnya, dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan dengan siapapun setelah menyatakan diri tunduk sukarela ini, akan dikuasai oleh hukum perdata eropa dan bukan lagi dikuasai oleh  hukum adat. Syarat bagi orang bumiputera untuk dapat melakukan penundukkan cara pertama ini sangat sulit, antara lain harus: monogamy, mempunyai pekerjaan yang hanya dapat dimasuki oleh orang belanda/ eropa saja, mampu berbahasa Belandaserta mengikuti adat istiadat Belanda.


Dengan perkataan lain, penundukkan sukarela keseluruh system hukum perdata dan dagang ini mengakibatkan beruabahnya status hukum perdata dan hukum publik.

b. Penundukkan diri secara sukarela terhadap sebagian Sistem Hukum 


Dengan cara ini orang bumiputera yang bersangkutan akan tunduk hanya terhadap sebagian dari hukum perdata eropa, yaitu bidang hukum kekayaan saja. Akibatnya, dalam setiap hubungan hukum di bidang hukum kekayaan yang dilakukannya setelah menyatakan tunduk sukarela ini, maka akan dikuasai oleh hukum perdata Eropa dan bukan oleh hukum adat.

c. Penundukkan Sukarela Untuk Perbuatan Hukum Tertentu.


Cara ini lazimnya disebut dengan “pilihan hukum”, meskipun dua cara penundukkan di atas pada hakekatnya juga merupakan pilihan hukum.


Orang bumiputera yang melakukan penundukkan sukarela ini hanya akan tunduk ke arah hukum perdata dan dagang eropa untuk hubungan hukum tertentu yang dilakukan saat itu. Dengan perkataan lain, setelah perbuatan hukum tersebut selesai, status hukumnya kembali lagi ke hukum adat.


Dengan demikian, tindakan ini hanya bersifat sementara dan tidak mengakibatkan berubahnya status hukum perdata ataupun hukum publik. Pada umumnya penundukkan cara ini yang banyak dilakukan oleh penduduk golongan bumiputera pada saat itu.

d. Penundukkan Sukarela secara Diam-diam 


Cara ini pada hakekatnya tidak dapat disebut sebagai salah satu bentuk dari pilihan hukum, karena faktanya orang bumiputera tidak secara tegas, dan sadar telah melakukan pilihan hukum. Orang bumiputera hanya diangap telah melakukan perbuatan memilih hukum perdata dan dagang eropa hanya karena semata-mata telah melakukan perbuatan hukum tertentu yang oleh pemerintah Hindia Belanda dan Hakim dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang hanya dikenal dalam system Perdata dan Dagang Eropa. 

3. Melalui Perkawinan Campuran, antara wanita bumiputera dengan pria golongan eropa atau timur asing cina.

Dengan Perkawinan Campuran seperti ini yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran (GHR), status hukum pihak istri berubah mengikuti status hukum pihak suami, yaitu berstatus hukum eropa. Akibatnya, wanita bumiputera tersebut status hukum perdata maupun publiknya berubah menjadi tunduk pada hukum eropa. Namun apabila pihak pria adalah bumiputera dan wanita berasal dari golongan eropa, maka hukum yang berlaku adalah hukum pihak pria yaitu hukum Adat. Sehingga tidak lagi hukum perdata dan dagang eropa yang eksis, melainkan hukum adat (kecuali apabila sebelum menikah, pihak pria tersebut telah melakukan penundukkan sukarela ke seluruh hukum perdata dan dagang eropa).


Pranata penundukkan sukarela terhadap hukum perdata dan dagang eropa maupun pranata pilihan hukum ke arah hukum eropa hanya dapat dianfaatkan  oleh golongan bumiputera, sebab bagi golongan Timur Asing khususnya Cina tidak diperlukan lagi kedua pranata hukum ini selama mereka sudah diberlakukan juga hukum perdata dan dagang eropa.



Apabila dalam setiap peristiwa Hukum Antargolongan para pihaknya sudah secara tegas menyatakan pilihan hukum kearah satu system hukum tertentu sebagai hukum yang berlaku bagi mereka, maka persoalan hukum antargolongan akan dengan mudah diatasi. Hal ini disebabkan apapun pilihan hukum yang dipilih para pihak, Hakim wajib mentaatinya. Dengan perkataan lain, Hakim akan memutuskan bahwa hukum yangdipilih para pihak itulah yang akan dijadikan sebagai hukum yang berlaku untuk kasus yang bersangkutan (The Proper law).



Namun apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dan atau penundukkan sukarela, dan juga tidak ada pembebanan hukum yang terjadi, maka untuk memecahkan kasus Hukum Antargolongan tersebut, kembali harus menggunakan asas-asas, kaidah-kaidah dan titik-titik taut primer dan skunder yang dikenal dalam hukum antargolongan.

…cikitiw…

APABILA DALAM PERISTIWA HUKUM TIDAK ADA PILIHAN HUKUMNYA 

DAN TIDAK ADA PEMBEBANAN HUKUMNYA



ASAS HUKUM

  
   KAIDAH HUKUM
  

    TITIK TAUT


ASAS-ASAS HUKUM


YURISPRUDENSI



	PERKAWINAN

Istri mengikuti hukum suami
	
	
	WARIS

Mengikuti hukum pewaris


	
	ADOPSI

Mengikuti hukum yang mengangkat anak


	
	TANAH

Hukum dari status tanahnya. 

Bukan dari pemiliknya.
	
	


Sar...

KAIDAH-KAIDAH HUKUM


	PENUNJUK/ Verwijzings Regels

Dalam peraturannya akan otomatis menunjuk hukum mana yang berlaku

Disebutkan secara tegas pada Ps. 284 BW “bahwa untuk pengakuan anak yang tidak sah hukumnya adalah dari ayah geologisnya”

Untuk pengesahan anak diikuti dengan perkawinan kedua orangtua geologisnya.
	
	KHAS HAG/ Zelfstandige Regels

Kaidah yang didalamnya langsung menentukan bagaimana cara menyelesaikan HAG.


Pada Ps 6:2 GHR, tentang Pendaftaran perkawinan. Dimana dalam hukum adat belum tentu mempunyai pejabat nikah.

Dikhawatirkan tidak ada kepastian hukum

Untuk dapat mengganti pejabat nikah adalah kepala adat/ kepala golongan/ kepala kampung yang tugasnya setelah melangsungkan pernikahan ( meminta form pendaftaran yang modelnya sudah ditentukan
	
	PENCERMINAN/ Spiegel Regels

Apabila ada peraturan hukum tertulis, dapat menyimpulkan peraturan lain yang tidak tertulis.

Pasal  43:1 Stb. 1939:569 IMA

“bahwa setelah semua pemegang sahamnya Bumiputera, maka  bentuk usaha NV dapat diubah menjadi IMA”

Tidak tertulisnya: Orang Bumiputera dapat memiliki Badan Hukum Eropa seperti CV, NV, dll.
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